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IV. Abstract

This thesis is entitled the Rights of Pregnant Woman Prisoner and Child since in 

the Womb on Nutritious at Correctional Facility. The aim of this research is to 

know and get data on pregnant woman prisoner and child since in the womb on 

nutritious food at Correctional Facility. This law writing utilized positive law 

such as normative, it is a research that focuses on positive law in form of 

regulation rules. This research utilized deductive law reasoning, which was a 

thinking pattern begins from general knowledge, then it is drew conclusion on 

special fact. The research result is that woman prisoner rights at Correctional 

Facility has not gotten special treatment given by Correctional Facility Class IIA 

Yogyakarta, all prisoners are treated equally, whether from activity aspect, facility 

or food giving.
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IV. Abssstttrraact
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knowowow aaandndd ggetetet data on pregnant woman prisoner and child sincecec  in thththe e wowow mbb ooon 

nunuutrtrtritititioi uss fffood at Correctional Facility. This law writing utilizezezed popoposisitititiveveve lawww 

sususuchchch as s normative, it is a research that focuses on positive lawww innn ffforororm m offf 

rereguggulaatitition rules. This research utilized deductive law reasoning, wwhw icch hh wwas s aaa 

thinkinngn  pattern begins from general knowledge, then it is drew connclc usioonnn onnn 

spspspece iaaal l fact. The research result is that woman prisoner rights at CCoC rrrrececectionaalal 

Facilililitytyty has not gogg tttttenenen sspepe icicialalal tttrerr atment givvvenenen bbby CoCoCorrrrrrececectional Facilititityyy Class IIIII A AA

Yogyakarta, all prisoners are treateteted d d equuualalalllyly, whether from activity aspect, faaaciciciliiitytyty 

ororor ffood giving.
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V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. Maksud dan tujuan tersebut adalah Negara yang melindungi 

dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut 

pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap 

bangsa Indonesia seluruhnya.1

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 

(empat) bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum 

dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada satu kata pun 

yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, maka di Negara ini sejak 

awal menyadari benar bahwa tidak ada perbedaan hak dalam 

memperlakukan warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan.2

Setiap Individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

kesejahteraan tak terkecuali bagi narapidana sekalipun meskipun ia telah 

melanggar hukum. Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu 

                                                           
1 Penjelasan tentang Pembukaan UUD 1945, dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 1. 
2 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP 3 ES, Jakarta, 1983, hlm. 63. 

Negara Repubblililikkk InIndonesia bebertrtrtujujujuauu n membentuk masyarakat yang

adil dan mmmakakmur berdasarkan Pancasila. Hall iiininin  juga dijelaskan dalam 

peeemmbmbuku aan Undang-U-U-Undndndanananggg DaDaDasasasar r r 1911 45, alineaea keempat adalah 

melindndunu gigi ssegegegeneenap bangsa Indoneesisiaaa dadadan n seelul ruh tuummmpah darah 

InInndododonenenesissia.a MMMakakaksud dan tujuan tersebut adddalalalahahah Negegegararraa a yayayangn  melellinii dungi 

dadadan n mmemeliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnnyayaya. NeNeNegagagararara, , menununurut 

pepepengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan mmmele ippputututiii sesegegeg nanaappp

bangsa Indonesia seluruhnya.1

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandddemen keee 444 

(empat) bahwa semua warga negara sama kedudukannya daalalama hhhuuukummm 

dan pemeeriririntntntahahahaan dddananan bbahwa setiaaapp p wawargannegegegararara berhak atataass pekerjaaaaaannn 

dan penghidupan yang layakakak bbbaagi kemanusiaan. Tidak ada satu katatata pppuunun 

yayay ng bersifat diskriminatif terhadap wanita, maka di Negegegararara a ininini i i sesesejjjak 

awwal mmenenenyayayadadadariri bbennararr bbbahahahwawawa ttiddakak aaadadada pppererbbedaaaan hhhakakak dddalam 

mememempmpmperererlllakukan warga NeNeNegara-nnyyya antara laki-lakkkiii dadadannn pepeperereremmmpuan.2

Setiap Individu mmem mpunyai hak yang sama untuk mendapatkan 

kesejahteraan tak terkecuuauali bagi i nnnarapidana sekalipun meskipun ia telah 

melanggar hukum. Situasi ttidi akakak terduga, berada pada tempat dan waktu 



yang salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan 

kemerdekaan menjadi narapidana, yang ironis disini bahwa narapidana 

tersebut adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, 

dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja 

sampai melahirkan dijalani dalam penjara. Sebagai manusia ciptaan 

Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya 

tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, 

baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan 

Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana 

sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena 

melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi 

manusia. 

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan 

kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan 

untuk dipenuhi.3 Narapidana adalah Orang yang tengah menjalani masa 

hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.4 Narapidana yang 

sedang menjalani masa hukuman atau pidana, namun Narapidana tetap 

memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang telah 

dimiliki oleh manusia sejak dia lahir ke dunia, bukan karena diberikan 

oleh masyarakat atau negara; Sekumpulan hak yang melekat pada 

hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

                                                           
3 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. , Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Cet 3, Edisi 5, 2007, hlm. 43 

tersebut adalah seorrrananangg wanitat yyananangg g saat dijatuhi putusan oleh hakim,

dalam keadadadaaaaan hamil sehingga masa-masa kkkehehehamilan bahkan bisa saja 

sampmpmpaiai melahirkan dididijajaj lalalaninini dddalalalamamam pppenenjaj ra. Sebagagaaiii manusia ciptaan 

TTuhan,, walallauauaupupupunn n menjj dadii tet rpididana, hhhakakak-h-h-hakakak yyyang g melekat t t papp da dirinya 

teteetatatap p p hahaharur s didiihahahargai. Hak itu harus diakkkuiuiui ddan dilililininindududunngngi olehehh hhukum, 

bababaikik yyyaanang berasal dari hukum nasional maupun sisisistetem m pepepemamamasysysyarakakkata an 

InInndddonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-k-k hahak kk nananararapipidadannna 

sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaaaannnyayaya kkkaraarena a

melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengaaan hhakakk asaaasisi 

manusia. 

Hak adadadalalalahahah kkkepepepentingan yyanananggg dididilililindndndunuu gi hukum,, sedangkakakannn 

kepentingan adalah tuntutataan nn pepeperrrorangan atau kelompok yang diharaaapkpkpkaana  

untuk dipenuhi.3 Narapidana adalah Orang yang tengah meenjnjnjalalalanananiii mamamasa 

hhuhukkukumaman n atatatauauau pppidididana dadadalalalam m m lelelembmbmbaagagaa pepemamamasysysyarararakakak tatatanan.444 NNaNarapipidadadananana yang 

ses dadangngng mmmenjalani masa huhh kumaann n atau pidana, nnamamamunu NNararapapapidididana tetap

memiliki hak asasi mannnusia. Hak k asasi manusia adalah hak yang telah 

dimiliki oleh manusia seseejaj k dia a llalahir ke dunia, bukan karena diberikan 

oleh masyarakat atau negegegara;a;a; Sekumpulan hak yang melekat pada 

hakikatnya dan keberadaan mam nusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha



tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.5 Hak 

narapidana pada umumnya adalah narapidana berhak untuk tidak 

diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga 

berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari 

Lembaga Pemasyarakatan nantinya, sebaliknya narapidana memiliki hak 

asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga 

Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya hak narapidana wanita dan hak narapidana pria 

adalah sama, namun narapidana wanita memiliki hak untuk mendapat 

perlakuan khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena wanita 

mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu 

menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam hal ini hak-hak 

narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut 

Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di 

seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemasyarakatan 

adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan 

                                                                                                                                                               
4 Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, 
Surabaya, Cet 1, 2009, hlm. 447. 
5 Ibid, hlm. 231. 
 

narapidana pada umumumuumumnya adadallalahahah narapidana berhak untuk tidak 

diperlakukkkananan sebagai orang sakit yang didiasasasinini gkan, narapidana juga 

berhrhrhakak atas pendidikananan sssebebebagagagaiaiai bbbekeke alalal hhidi up merekka a seses telah keluar dari

LLembaga PePePemamamasysyyara akattan nantitinya, sebebebalalalikikiknynynyaaa narapidana mmmemiliki hak 

asasasasasasi i i mamam nusiia a a yyyang harus dipertahankan ssselelelama a iaiaia tttinininggggggal di LeLeLembaga 

PePePemamasysysyarakatan seperti telah diatur dalam Undang--UnUnU dadangngng..

Pada dasarnya hak narapidana wanita dan hak nnnaraaapipipidadaananana priiaa a

adalah sama, namun narapidana wanita memiliki hak unttutuk mememendndndappatat 

perlakuan khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karrrena waannin taaa 

mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana a prriaiaa yaituuu 

mensstrtrruauauasisisi,, hahahamimimil,l,l, mmelellahahahirkan, dadadan n mememenynynyusuusuiuiui... DaDaDalalam hal ini hak---hahahakkk 

narapidana wanita perlu meenddndapat perhatian yang khusus baik mmemenununurururut 

UnUnUndadadangngng--UnUnUndadadangngng mmmauauaupupupun oleh pppetetetugugugasasas LLLememembababagagaga PPPemememasasyayayarararakakakatatatan nn di 

seseluururuuhhh wiwiwilalalayayayahhh InInIndododonenen sisia.a

Menurut Undang-U-U-Undang g Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan Pasal 11 angka 1 yyyaang dimaksud dengan Pemasyarakatan 

adalah kegiatan untukk k memeellakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkananan sistem kelembagaan yang merupakan 



bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 6

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan ditopang oleh Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-

Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk 

mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan 

pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan 

makanan yang layak.7 Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau 

makanan sehat adalah makanan yang higienis, bergizi dan berkecukupan. 

Makanan higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman 

penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Makanan bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, 

lemak, protein, mineral, dan vitamin, dalam jumlah yang seimbang 

sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan 

yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. 

Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga 

cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan 

makanan yang mudah dicerna. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana berhak 

                                                           
6  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diakses dari 
http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12_1995.pdf, hlm. 2, 4 Maret 2014, pukul 
23.08 WIB 
7 Ibid, hlm. 4. 

Undang Nomor 1222 TaTaTahuh n 199959595 tttenee tang Pemasyarakatan. Undang-

Undang PPPeme asyarakatan itu menguatktkkananan usaha-usaha untuk 

meewwuwujujudkan suatu ssisisisteteem m m PePePemamamasysys arararakakatan yang mmemerupakan tatanan 

pembinaan n bbabagigigi WWWarga BBiinaan PeP masyyyarararakakakatatatananan. Dalam Pasasaall 14 ayat (1) 

huhuhurururuf f f d d d UnU daangngng UU-Undang Nomor 12 Tahunnn 111999 5 teeentntntananang g g PePP masyyaara akatan 

bababahhwhwa a a narapidana berhak mendapatkan pelayayaananan n kekekesesesehahahatan n dan 

mamamakkanan yang layak.7 Makanan yang memenuhi syaratatat kesessehehehatata anan atataau uu

makanan sehat adalah makanan yang higienis, bergizi dan bbberkkkecececukukukupuu an..

Makanan higienis adalah makanan yang tidak mengandddung g kkumamamannn 

penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatannn mamannnusiaaa.

Makanan beeergrgrgiziziziii adadadalalalahaa  makanan yayayangngng cccukukukupupup mengandung kakakarbohidddrararat,t,, 

lemak, protein, mineral, dadad n n n vitamin, dalam jumlah yang seimbmbmbananang

sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalallahahah mmmaakakanananan 

yayangng dddapapatatat mmmemememene uhuhiii kekekebububutututuhahahann n ttutububuh h papapadadada uuu isisia a ddadan kkokondndisissiii tetetertrtrtentu.

SS lelaiain n n mmmemenuhi persyyyaaarar tan popopokkok tersebut, pepeperlrlr u u didipepep rhrhrhaatatikan juga 

cara memasak makanannn, suhu makakakanan pada saat disajikan, dan bahan 

makanan yang mudah dddicicerna. PaPaPasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 tennntannggg Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakakkatan bahwa setiap narapidana berhak



mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang 

memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya dirinci lagi dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 

ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan 

dinyatakan bahwa :8

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga 
pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan 
disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga 
kesehatan lainnya. 

Pasal 20 ayat (1) 

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil 
atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai 
dengan petunjuk dokter. 

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan 

makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata 

jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 

300 (tiga ratus) kalori seorang sehari, bagi wanita yang sedang menyusui 

dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) 

kalori seorang sehari.9

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan tersebut ditentukan bahwa anak dari narapidana wanita 

                                                           
8 Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Diakses dari  
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl30361/node/13297, 5 Maret 2014, pukul 20.52 WIB. 

Pemerintah Nomor 333222 TaT hun 191919999999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaaaann n HHak Warga Binaan Pemasyarakakaatatatan,nn  Pasal 14 dan Pasal 20 

ayatatat ((1) bagian ke empmpmpatatat mmmenenengegegenananai i pepep lalayanan kesesehahahatan dan makanan

ddinyyatakann bbbahahhwawawa :8

SeSSettiapapp NNNarapidana dan Anak Didikkk PPemmasasasyayayarararakakk tan bebb rhak 
memeemmmperoleh pelayanan kesehatan yang layak.k.k. PPadaddaa a seesetititiapapap lemmmbabb ga 
pppemasyarakatan disediakan poliklinik beserttta a a fafaassisilililitatatasnsnyay dddan 
disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter ddananan seoeoeorararangngng tenagagga
kesehatan lainnya. 

Pasal 20 ayat (1) 

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakiit,t  hammmiill 
atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambaaahah n sesesssuaaai 
dengan petunjuk dokter.

Dalam pepepenjnjnjelelelasasasananan pasal tersebububuttt bababahwhwhwa yang dimakkksususuddd dengggananan 

makanan tambahan adalaahhh peeenananambahan jumlah kalori di atas rata-a-a-raraattta 

jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamimimill l dididitatatambmbmbah 

303030000 (t(t(tiigiga a rararatututus)s)s) kkk lalaloriii seseseorororananang g g sesesehahaha iriri, bbabagigigi wwwanananitititaa yayayangngng ss dededangg mememenynynyusui 

ddadapapatt dididitatatammbah antara 80808000 (delapappaan ratus) sampppaiaiai ddenengan n 101010000000 (seribu) 

kalori seorang sehari.9

Pasal 20 ayat (3) PPeP raturaaannn Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 

tentang Syarat dan Tata aa CCCara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 



yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau pun yang lahir di 

Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk 

dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari 

pemberian makanan tambahan tersebut diungkapkan di dalam penjelasan 

Pasal 20 Ayat (3) yaitu bahwa pemberian makanan tambahan

dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 10 Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua dan keluarga 

bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak 

dalam kandungan, bila orang tua dan keluarga tidak mampu bertanggung 

jawab atas anak tersebut, maka pemerintah wajib memenuhinya.11 Salah 

satu hak anak yang harus dipenuhi adalah anak berhak mendapatkan 

makanan bergizi. Pasal 24 dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention 

on the Rights of the Child) pada Tahun 1990 mangakui bahwa anak 

mempunyai hak atas standar tertinggi kesehatan, dalam Pasal 24 

Konvensi Hak-hak Anak bahwa Pemerintah mempunyai kawajiban 

untuk mengatasi penyakit dan malnutrisi, serta menyediakan makanan 

                                                                                                                                                               
9 Ibid, hlm. 24. 
10 Yeni Handayani, Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 
2012, hlm. 9. 
11  Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses dari 
http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf, hlm. 8, 8 Maret 
2014, pukul 00.11 WIB. 

dokter, paling lama a sasasammpai anak kk bebeberurur mur 2 (dua) tahun. Maksud dari 

pemberian n n mmamakanan tambahan tersebut diungkgkkapapapkan di dalam penjelasan

Pasasasalll 20 Ayat (3) ) yayayaitittu u u bababahwhwhwa a a pepemberian mamamakanan tambahan

ddimaksudkakaann n unununtuk menjjaga tet rprprpelelelihihiharararaananya pertumbmbmbuhan dan 

pepeperkrkrkememembbbangganann anak. 10 Dalam Pasal 454545 UUUndn annggg--UnUnUndadadangn NNomomomor 23 

TaTaTahuhun n 222002 tentang Perlindungan Anak bahwa orararangng tttuauaa dddananan kelluauauarga 

bebeerrrtanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merrrawawa atatt aaanananak k ses jajaak kk

dalam kandungan, bila orang tua dan keluarga tidak mampupuu bererrtatatangngngggug ngg 

jawab atas anak tersebut, maka pemerintah wajib memenuhihiinya.a 111111 Salalalahhh 

satu hak anak yang harus dipenuhi adalah anak berhak mmmene daapapapatkannn 

makanan beeergrgrgiziziziii. PPPasasasalaa  24 dalam KoKoKonvnvnvenenensisisi HHHaka -hak Anak (C(C(Conventttioioionnn

on the Rights of the Chihiildldld))) papapadda Tahun 1990 mangakui bahwa aaanananakkk 

mempunyai hak atas standar tertinggi kesehatan, dalam m m PaPaPassasal l l 24 

KKoKonvnvenen isisi HHHakakak--hhahak k AnAnAnakakak bbbahahahwawawa PPememererrininintatatah h h memempmpununyai i kakakawawawajjjiban

unu tutuk k mememengatasi penyakkkititi  dan mmmalnutrisi, serta mmmenenenyeyy didiakakakananan makanan 

                                                                                                                                                            
9 Ibid, hlm. 24.
10 Yeni Handayani, Pemenuhan Hak Kesehhahatan Atas NNNarapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 
Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2000111 , Tesis,, PPProgram Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 
2012, hlm. 9.
11 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 TTTahunn 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses dari 
http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/UUNo223t33 ahhhun2003PERLINDUNGANANAK.pdf, hlm. 8, 8 Maret 
2014, pukul 00.11 WIB.



bergizi dan Pasal 27 Konvensi ini menetapkan gizi baik sebagian dari 

standar hidup yang layak, yang merupakan hak anak.12

Pemberian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan 

tahanan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang mempunyai tujuan 

khusus yaitu menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik 

jumlah dan mutu, menyediakan makanan yang memenuhi cita rasa, 

menyediakan makanan yang memenuhi standar keamanan pangan. 

Perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan 

Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan 

kualitas makanan yang layak dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat 

berperan dalam meningkatkan keseimbangan dan keserasian antara fisik 

dan perkembangan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di 

dalam kesehariannya, narapidana menjalankan pembinaan dari pihak 

Lembaga Pemasyarakatan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah

dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, di 

antaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi, sehingga mudah terkena 

serangan penyakit, kurang motivasi dan apatis. Status mereka sebagai 

                                                           
12 Pasal 24 dan Pasal 27 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Tahun 1990,. Diakses 
dari https://www.google.com/#q=hak+anak+dalam+kandungan, 8 Maret 2014, pukul 01.44 WIB. 

Pemberian mmamakkanan bagi WWarrgagaa Binaan Pemasyarakatan dan 

tahanan n n ddadalalam pelakssana aannya juga harus sesus aiaiai bbberdasarkan Peraturan 

MeMeMentn eri HuHuHukuum m m dan HaHaHak k AsAsAsasassii i MaMaManunuusisisia aa ReR publik IIIndndndonesia Nomor 

M.HHHHH-0-01.PKKK.0007.7 02 Tahahahununun 222000000999 TeTentang g PePP domamam n n Penyyelelelenggaraan 

MaMaMakakakannan BBBagi Warga Binaan Pemasysyyarara akkatattananan ddi LeLeembmm aga 

PPemamaasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang gg memempmpmpunununyayay i tujujuuan 

khkhkhusus yaitu menyediakan makanan yang memenuhi sssyayy raraat tt gigigizizizi, , bbaikkk 

jumlah dan mutu, menyediakan makanan yang memenuuuhih ccciitita a a rar sasa, , 

menyediakan makanan yang memenuhi standar keamanan pannngag n. 

Perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan mememerupakakaan n n

Hak Asasi Manusia (H(H(HAMAMAM). OOOlelelehhh kkkarena itu, dengan mengoptimalalalkakakannn 

kualitas makanan yang layak dan jumlah zat gizi yang dikonsumsmsmsii sssangngngat 

bebeberprprperererananan dddalalalamama mmmenenenininingkgkgkatatatkakk n kekekeseseseimimimbababangngngannn dddanan kkkeseseserererasasiaiaiannn aanantatatararara fffisik 

dadadann n pepepe krkrkememmbbabangan menenntal nanarar pipidadadana di Lembmbmbagaga a a PePePemamamasysysyararakakakatan. Di 

dalam kesehariannya, nnnara apidananaa a menjalankan pembinaan dari pihak 

Lembaga Pemasyarakatataan, pembererrian makanan yang tidak cukup jumlah

dan kualitasnya dapat memeenin mbmbbuuulkan berbagai gangguan kesehatan, di 

antaranya dapat menyebabkaaannn kekurangan gizi, sehingga mudah terkena 



Warga Binaan Pemasyarakatan sebagian hak-haknya dirampas oleh 

negara, tetapi mereka juga mempunyai hak yang sama seperti 

masyarakat pada umumnya yaitu mempunyai hak untuk memperoleh 

makanan yang layak. 

Seperti contoh : "Sejumlah narapidanan dan tahanan di rumah 

tahanan (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara, mengeluh pelayanan pihak 

rutan itu. Mereka mengaku diperlakukan tidak layak, oleh pegawai rutan, 

terutama menyangkut dengan menu makanan. Setiap pagi dan malam 

diberikan nasi dan ikan asin berbau busuk, dan untuk makan siang 

disediakan ikan basah yang tidak dibersihkan. Ikan itu langsung digoreng 

meski belum dicuci atau masih mengandung kotoran dan darah".13

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang 

maksimal akan membantu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan di 

bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan, sehingga diharapkan 

angka kesakitan dan kematian Warga Binaan Pemasyarakatan akan 

menurun dan derajat kesejahteraan meningkat. Dengan demikian maka 

secara yuridis formal hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan 

yang layak selama di Lembaga Pemasyarakatan sudah dijamin oleh 

hukum, sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas. Hak-hak 

narapidana terpenuhi, semangat dan cita-cita penegakan prinsip-prinsip 

HAM serta pembenahan di Lembaga Pemasyarakatan akan tercapai 

sebagaimana mestinya, sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang 

masyarakat pada ummmumumumnya yaitituu memem mpunyai hak untuk memperoleh 

makanan yayayanngng layak.

Seperttiii cocoontntntoho  : ""SeSeS jujujumlmlm ahahah nnarararapapapidididanana  dan tahahahanaa an di rumah 

tahanananan n (Rutututanan) ) Lhhokoksususukokokonn,n, AAAcececeh h UtU ara,a mmmengegeelulluh h pelayayaanan n pihak 

rururutatatan n n ititu. MMMeeereka mengaku diperlakukan tidakkk lllayaya akak,, olololeheheh pppeggawaiaiai rutan, 

teteruutatatama menyangkut dengan menu makanan. Setiaiaiappp papaagigigi dddanan malallamaa  

dididiberikan nasi dan ikan asin berbau busuk, dan untukukuk mmmakakakananan ssianggg 

disediakan ikan basah yang tidak dibersihkan. Ikan itu langsssunu g g ddidigogogorer ngngg 

meski belum dicuci atau masih mengandung kotoran dan daraaah".13

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gigigizizizi yananng gg 

maksimal akan membbbananantututu tuguggasasas pokok Lembaga Pemasyarakataaan nn dddi 

bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan, sehingga didiihahaharararapkpkpkaan 

anangkgkgkaaa kekekesasaakikikitattan n dadadannn kekekemmam tiananan WWWararargagaga BBBinininaaaaa n n PePePemamamasysyyarararakakakatatananan aaakan

mememenununurururun n dadadann derajat kekekesejaahthtere aaaannn meningkakakatt.t. DDDenenengagagann n dededemmimikikikiaan maka 

secara yuridis formal hahaak-k hak nanarrrapidana untuk mendapatkan makanan 

yang layak selama di Lembaga Pemasyarakatan sudah dijamin oleh 

hukum, sehingga mempppuunyayai i i dasar hukum yang jelas. Hak-hak 

narapidana terpenuhi, semangngngat dan cita-cita penegakan prinsip-prinsip 



tidak diinginkan. Data sementara jumlah narapidana di DIY sampai pada 

bulan Maret 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan 

Yogyakarta, terdapat 256 narapidana pria, 45 narapidana wanita, dan 

terdapat 2 narapidana wanita yang sedang hamil.14

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis 

skripsi ini dengan judul "Hak Narapidana Wanita Yang Hamil serta 

Hak Anak Sejak dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di 

Lembaga Pemasyarakatan." 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut dapat dirumuskan 

Rumusan Masalah, bagaimanakah hak narapidana wanita yang sedang 

hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan ?

VI.  Isi Makalah 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN MOTO 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

HALAMAN KATA PENGANTAR 

                                                                                                                                                               
13 Htttp://www.waspada.co.id, 8 Maret 2014, pukul 00.36 WIB. 
14 Sistem Database Pemasyarakatan, 2014. Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil. Diakses 
dari  http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-
313134333039/year/2014/month/3#, 9 Maret 2014, pukul 00.25 WIB. 

Yogyakarta, terdapppatatat 22255656 narapididdananana aa prp ia, 45 narapidana wanita, dan

terdapat 2 nnnaararapidana wanita yang sedang hammmililil..14

Berdasssaraa kakaan n n uraiiananan ddiii atatatasass, , mamamakakaka pppenenulu is tertaririikkk untuk menulis

skripspspsi ii inini dedeengngn aan jududulul "HHHakakak NNNararapapidanaaa WaWW niitatata YYang HaHaHamil serta 

HaHaHak k k AnAnakakak Sejak dalam Kandungan AAtatatas s s MaMaakakakanananann BeBergggizi i di 

LeLembmbmbaga Pemasyarakatan."

BB. RRRumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut dapat t diruuumumumuskskananan 

Rumusan Masalah, bagaimanakah hak narapidana wanita yyayang sededdanggg 

hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanannn bebebergizi dididi 

dalam Lembaga Pemasyyyarararakaa atananan ???

VIVIVI.  Isi Makalah 

HAHAHALALALAMAAN N JUJUDUDUULL L 

HALAAAMAMAMANN PEPEPERSRSRSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN MOTO 

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR
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Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berupa satu (1) kali cek USG 

yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan, apabila narapidana wanita yang 

hamil mengeluh atau merasa sakit dapat melakukan pemeriksaan dan dilayani 

dengan baik oleh klinik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan bila klinik tidak 

bisa menangani penyakit narapidana maka narapidana akan dirujuk ke Rumah 

Sakit Wirosaban. Biaya persalinan ditanggung oleh pemerintah apabila 

narapidana wanita tersebut melahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Anak 

juga diberikan imunisasi satu (1) kali setelah berumur lima (5) bulan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan, namun semua hak-hak narapidana wanita yang sedang 

hamil serta hak anak sejak dalam kandungan belum terpenuhi secara optimal 

karena seluruh narapidana diperlakukan sama, baik narapidana wanita yang 

sedang hamil dan narapidana lainnya hal ini dari segi aktifitas, fasilitas dan segi 

makanan. Narapidana yang sedang hamil diberikan dua kali lipat jumlah porsi dari 

pada narapidana lainnya, sehingga masih sebatas kuantitas belum kualitas.

VIII.  Daftar Pustaka 

Buku : 

Dellyana, Shanty, 1988. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta. 

Hasdianah, Sandu Siyoto dan Yuly Peristyowati, 2014. Gizi, Pemanfaatan Gizi, 
Diet, dan Obesitas, Medical Book, Yogyakarta. 

 
Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z, 1999. Aspek Hukum Perlindungan 

Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung. 

 
Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas 

Indonesia, 2007. Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk 
Mewujudkan Keadilan Gender, Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia 
Anggota IKAPI DKI Jakarta. 

hamil mengeluh atau merasaaa sss kakakitit dapatat mmmelelelakukan pemeriksaan dan dilayani 

dengan baik oleh klililinininik k yang berada di Lembaga Pemmasassyayayarakatan bila klinik tidak 

bisa menangagaganni penyakit naraapipip dadadananana mmmakakakaaa nanaararapip dana akan n didd rujuk ke Rumah 

Sakit WWiWirosaban. BBBiaiaiayayaya persalilinan didittangggugugungngng ooolel h pemeriintntntah apabila 

naaarrarapidananaa wwwanananititita tersrsebebebuuut melahirkan di dalam LLLememembab ga PPPemememasasasyayay rakatataan.nn  Anak 

jugaa dddibibiberereriikikanan iiimunisasi satu (1) kali setelah berumur lllimima a (5(5(5) ) ) bububulan n oloo eh 

LeLeembmbmbagagaga PePePemasyarakatan, namun semua hak-hak narapidana wanananiti a a yayayangngng ssededananngg

hahahamimimil l seseerta hak anak sejak dalam kandungan belum terpenuhi ssseece arrra a a opopoptitit mall

kakarrenaa seluruh narapidana diperlakukan sama, baik narapidana wwwanitita a yaangngng 

sesedanggg hamil dan narapidana lainnya hal ini dari segi aktifitas, fasilitttasa  danann segggi i 

makakakanananan. Narapidannaa a yayayangngng sssedededanaa g hamil dibeeeriririkakakannn dududuaaa kak li lipat jumlalalahhh porsi dadadaririri 

papp da narapidana lainnya, sehingga mamamasiiih h h sebatas kuantitas belum kualitas.

VIVIVIIIIIII.. DDDafafaftatatarrr PuPuPustststakakakaaa 

BuBuBukukuku ::: 

Dellyana, ShShShanty, 1988. Wanita dananan Anak k k DiD  Mata Hukum, Libeb ttrty, YYogyakarta. 

Hasdianah, Sandu Siyoto dan YYuYuly Peristytyoowati, 2014. Gizi, Pemanfaatan Gizi, 
Diet, dan Obesitas, Medddical Bookkk, Yogyakarta.

Joni, Muhammad dan Tanamas Zuululchaiaiinna Z, 1999. Aspek Hukum Perlindungan
Anak Dalam Perspektif KoKoKonnvnvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung



 
Mertokusumo, Sudikno, 2007. Mengenal Hukum, Cet 3, Edisi 5, Liberty, 

Yogyakarta. 
 
Muhtaj, El Majda. 2008. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta. 

 
Panjaitan, Irwan Petrus dan Simorangkir Pandapotan. 1995. Lembaga 

Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka 
Sinar Harapan, Jakarta. 

 
Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, 1983. Anak dan Wanita dalam Hukum, LP 3 ES, 

Jakarta. 
 
Zainuddin, Rahman. A. 1994. Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta. 
 
Jurnal: 
 
Soge, Paulinus, Sofoewan Sulchan, MPH Soewadi. 2011. Politik Hukum Dalam 

Merespon Pembenaran Medis Tentang Kapan Kehidupan Dimulai, 
Laporan Hasil Penelitian Fundamental 2011 Tahun I, Fakultas Hukum 
Universitas Atmajaya Yogyakarta. 

 
Website: 
 
http://hamil.co/kehamilan/, Info Hamil, 2013. Kehamilan Pengertian, Tanda, dan 

Perawatan, tanggal 17 Maret 2014. 
 
http://www.tnol.co.id/psikologi-kesehatan/3209-hak-bayi-dalam-

kandungan.html, Iskandar Bakrie, 2010. Hak Bayi Dalam Kandungan, 
tanggal 17 Maret 2014. 

 
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-

6bd1-1bd1-b375-313134333039/year/2014/month/3#, Sistem 
Database Pemasyarakatan, 2014. Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-
UPT pada Kanwil, tanggal 9 Maret 2014. 

 
http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/, 

Suryabrata, Sumadi, 2000. Pengembangan Alat Ukur Psikologis. 
Yogyakarta:ANDI, tanggal 17 Maret 2014. 

Htttp://www.waspada.co.id, tanggal 8 Maret 2014. 

Muhtaj, El Majda. 2008. Dimememennsnsi-Dimensi HAAMM M MeMM ngurai Hak Ekonomi, Sosial, 
dan Budaya... DiDiDivvisi Buku Perguruan Tinggigii PPPT.TT  RajaGrafindo Persada, 
Jakarta.

Panjaitan, IIrwan PPetetruruss daannn SSimomooraraangnggkikiirrr PaPaPandapotan. 1911 95. Lembaga
PeP masyarrakakakatatatanann Dalamamam PPPererspsppekekekttitif ff SiSiSistststememem PPPeeradilan Pidididanaa a, Pustaka
Sinaar r r HaH rapapapan,n, JJakarta. 

SoSoSoekekiti o,o,, SSSririri WWWididoyoyatatatiii Wiratmo, 1983. Anak dan Wanititita a a dalalaammm HuHuHukukumm, LPLPP 3 ES, 
JaJaJakak rtrtaaa.

Zaaaininnudududdddin,n, RRRahman. A. 1994. Hak-hak Asasi Manusia, Yayasann Obororor IIIndndndonessiaiaia,
JJakarta.

JuJuJurnrrnall: : 

Soge, Paulinus, Sofoewan Sulchan, MPH Soewadi. 2011. Politik Hukukuk m DaDaalllammm
Merespon Pembenaran Medis Tentang Kapan Kehidupaaan DiDiimmmulaii,i, 
Laporan Hasil Penelitian Fundamental 2011 Tahun I, Fakuultaaasss Hukuum m m
Univerrsisisitatatasss AtAtmajaayay YYYogoo yakarta.a.. 

WWeW bsite: 

hththttptptp:/:///h//hammmilil c.cco/o/o/kekekehaahamimilalan/n//, IIInfnfnfooo Hamil, 201113.3.3. KeKeKehahahamimimilalalannn PePePengngngererertititianan,,, TaTaTandndnda,a,a, dddan 
PePePerararawawawatatatan,n,n, tttananangggggg lalal 11177 7 MaMaMarerer tt t 202020141414. lll

http:/:/://w/w/www.tnol.l.cococo.id/psikologi-kekk sehatan/n/n 3209-hak-bayyyi-i-i-dadd lam-
kandungan.html, Iskandddara  Bakriririe,e  2010. Hak Bayi Dalam Kandungan,
tanggal 17 Maret 201444. l

http://smslap.ditjenpas.go.id/pubblb ic/grl/cuuru rent/monthly/kanwil/db5c02f0-
6bd1-1bd1-b375-313134434 330399/9 year/2014/month/3#, Sistem 
Database Pemasyarakatann,n, 20101014. Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-
UPT pada Kanwil, tanggal 99 MMMaret 2014.



 
http://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan, tanggal 20 Maret 2014. 
 
http://www.lusa.web.id/menu-seimbang-untuk-ibu-hamil/, Francin. P, 2005. Gizi 

Dalam Kesehatan Reproduksi. EGC,13 Juni 2014. 

http://bidanku.com/pentingkah-tidur-siang-untuk-ibu-hamil, Revina, 2014. 
Pengetahuan Kehamilan, 13 Juni 2014. 

 
http://www.ibudanbalita.com/diskusi/-Jumlah-Kalori-yang-Dibutuhkan-Ibu-

Hamil, Cut Melisa Lestari, 2013. Jumlah Kalori yang Dibutuhkan Ibu 
Hamil, 13 Juni 2014. 

 
http://segar-bugar.tumblr.com/post/72500391731/makanan-untuk-ibu-hamil, 5 

Top Rekomendasi makanan untuk Ibu Hamil, 2014, 13 Juni 2014. 
 
Tesis: 
 
Handayani Yeni, 2012. Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di 

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 
2011, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. 

 
Kamus: 
 
Departemen Pendidikan Nasional, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
 
Marwan, M. dan Jimmy P, 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete 

Edition), Cet 1, Reality Publisher, Surabaya. 
 
Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 
 
Suharso dan Retnoningsih Ana, 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, 

Widya Karya, Semarang. 
 
Peraturan Perundang-Undangan: 
 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
2011, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 

http://www.lusa.web.id/menu seimmmbababangngng untuk ibu hamil/, Francin. P, 2005. Gizi
Dalam Kesehataann n ReReRepproduksi. EGC,C 131313 JJJunuu i 2014.

http://bidanku.commom//p/ entingkah-tidur-siang-untuk-ibu-hamamamil, Revina, 2014. 
Pengnggeetetahuan Kehamimiillalan,n, 1313 JJunu ii 201414. 

http://wwwww.ibudanbbbalalalititita..ccoc m/didd skskskusi///-Jumumumlaah-h-h-KaKK lololoririri-y-y-yanaa g-Dibutuhkhkkan-Ibu-
Hamimimil,ll  Cut MMMelelisisa Lestari,i,, 2220101013.3.3. JuJumlmlahah KKalalalorororii yangngg DDibutuhhkakakan Ibu
HaHaHamimimilll,, , 131  Jununi i 20202011414. 

http:////s/s/ egegegaraa -buggugaar.tumblr.com/post/72500391731/makanana -untntntukkk-i-i-ibububu-hammili , 5
oTop p p RRekomendasi makanan untuk Ibu Hamil, 2014, 131313 Junii 2020201414. 

TeTeTesisisiss:s: 

HaHaHandndayayyani Yeni, 2012. Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidannna a WaWaWanininittata dddi i 
Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Perrrioded TTahuhuunnn
2011, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakkakarta. 

Kaaamumum sss: 

Departemen Pendidikan Nasionalalal,,, 202 12122... KaKaKamus Besar Bahasa Indonesia PPPusususaaat 
Bahasa, Edisi Keempat, PT. GGGramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

MaMaMarwrwrwanan, MM.M. dadadannn JiJiJimmmmmmyyy PP,P, 2020200900 . Kamus HuHuHukukukummm (D(D(Dicicictititionononarararyy y ofofof LLLawaww CCComomomplplplete 
EdEdEditititioioionnn))),,)) CeCeCet tt 1,1,1, ReReRe lalalititityy y PuPuPublblblisi heheher,r,r, SSSurururabababayayayaaa.

Pusaattt BaBaBahhahasasa PPenenendidididdikan Nasionnnalaa , 20022... Kamus Besar BaBaBahahasa IIIndndonononesia, Edisi 
Ketiga, Balai Pustaka, Jakakakarta. 

Suharso dan Retnoningsih Ana, 202 11. Kammmus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, 
Widya Karya, Semarangg.g. 

Peraturan Perundang-Undangan:

U d U d D R blik I d i T h 1945 d l S k t i t



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 
Jakarta. 

 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1975 Nomor 12. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143, Menteri/Sekretaris 
Negara, Jakarta.  

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614, Menteri Negara 
Sekretaris Negara, Jakarta. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3886, Menteri Negara Sekretaris Negara, 
Jakarta. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran 
Negara RI, Nomor 4235. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta. 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran 
Negara RI, Nomor 3846, Jakarta.  

 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Nomor 406, Tahun 2009. 

 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi 

Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child). 

Kitab Undang-Undang Hukukukummm Perdata. Lememmbababaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 NNNomomor 12. 

Undang-Undananngg Republik Indononnessiaa NNomomoror 4 TTaha un 1979 teteentntn ang Kesejahteraan 
AnAnAnak. Tambmbahahanan Lemmmbababarrarannn NeNeNegaggararra RRRII NoNoNomoor 3143, MeMeMenteri/Sekretaris 
Negara, Jaaakakak rtrtrta.a..  

Unnndddang-UUndndndanana ggg Repupublblblikikik Indonesia Nomororr 1122 Taaahuhuhunnn 191 95 tentang 
PePePemamamasyyararrakakakatan. Lembaran Negara RI TTTahaha un 111999999555 NoN mooor 77,
TaTaTambmbahahahan Lembaran Negara RI Nomor 366614141 ,, MeMeMentntnterereriii Neeegagg ra 
SeSekrkrkretaris Negara, Jakarta. 

UnUnndadadangn -UUUnndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tennntat ngngg HHakakak AAsassisi 
Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166565, TaTaTambmbmbahaa ann 
Lembaran Negara RI Nomor 3886, Menteri Negara Sekretetetarisis NNNegegegarra,a,a  
Jakarta.

Undannng-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peeerlindununngannn 
Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, Tambahannn Lememmbarann
Negara RI, Nomomomororor 444232 5. Sekretariat KKKabababinininetetet RI. Jakarta. 

Peraturan Pemerintah Nomor 3222 TaTT huhuhun 1999 tentang Syarat dan Tata CCCararara 
Pelaksanaan Hak Warga Binanaan Pemasyarakatan. Tambahan Leembmbmbarraraaan 
Negara RI, Nomor 3846, Jakarta.  

PePePerararatutut ran MeMenttereriii HuHuHukukukum m dad nn HaHaHakkk AsAsAsasasasiii MaManunusiisiaaa ReReRepupupublbl kik Indndonesessiaiaia NNNomor 
MMM.HHHHHH-0-0-011.1.PKPKPK 00.07.02 TTTahaha un 222000099 tetetentang PePePedodomamamannn PePePenynynyelelelenenengggaraan 
MaMaMakakakannnan Bagi Warggga Binnnaaaan Pemasyarakakakatatatananan dddiii Lembaga
Pemasyarakatan dan RRuumumah Tahahhanaa an Negara, Nomor 406, Tahun 2009. 

Keputusan Presiden Republik Indddonesia Nooomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi 
Hak-hak Anak (Conventioioion on thehehe Rights of the Child).


